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Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz
Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no.
1235/pdt.g/2017/PA.Srg)
Oleh: Jumroh
Abstrak
Berdasarkan  pasal 105 Kompilasi Hukum Islam poin a
dan hadits Rasulullah SAW.  hak hadhanah bagi anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya, namun dalam faktanya, yakni dalam putusan perkara
1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. hak hadhanah anak yang belum
mumayyiz berada pada asuhan ayah. Maka disini ada kesenjangan
teori dengan fakta. Sehingga dengan hal ini penulis tertarik untuk
menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Serang Perkara
No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg.
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana
pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara No.
1235/Pdt.G/2017/PA.Srg?. Bagaimana pandangan fikih dan
ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai hak
asuh anak (hadhanah)?. Bagaimana kewajiban ayah setelah
putusan hak asuh anak di berikan kepadanya?.
Kesimpulannya, bahwa putusan hakim dengan perkara
No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg. Pertimbangan hukum yang
digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan hak hadhanah
dengan hukum positif, yaitu KHI pasal 156 poin c. dan dengan
pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Serta dikuatkan dengan fakta -fakta yang ada.
Kata kunci: Hadhanah, upah, mumayyiz
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan
berlaku pada semua makhluk -Nya, baik pada manusia,
hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara
yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk -
Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya 1.
Islam menganjurkan kepada umatnya untuk
menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi.
Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk
sunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka
adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya 2.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar -Ra’d ayat 38.
و ۡﺪَﻘ َ َﻟو ۡرَأ ۡ ﻠَﺳَﺎﻨ ٗ ﻼُﺳ ُرﻦﱢﻣ َ ﻗ ۡﺒ َﻚِﻠ ۡ ﻠََﻌﺟَوَﺎﻨ ۡﻢَُﮭﻟ ۡ زَأ َٰو ٗﺟﺎ ۚ ٗﺔﱠﯾﱢ ُرذَ و…٣٨
“Dan sungguh, kami telah mengutus berapa rasul sebelum
engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri -istri
dan keturunan…” (Ar-Ra’d: 38)3.
Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini
pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan
untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan
perkawinan4. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974
pasal 1 mendefinisikan “perkawinan adalah ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”5. Dalam
pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada
pancasila yang sila pertamanya yang berbunyi “Ketuhanan
Yang Maha Esa” bahwa perkawinan mempunyai hubungan
yang erat sekali dengan agama, kerohanian s ehingga
perkawinan mempunyai unsur lahir bathin/ jasmani tetapi
juga memiliki unsur bathin/ rohani. 6 Sedangkan dalam
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah
akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untu k mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 7.
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh
berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (حﺎﻜﻧ)
dan zawaj (جاوز) . kedua kata ini yang terpakai dalam
kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat
dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak
terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam
surat An-Nisa ayat 38:
 ۡ نِإ َو ۡ ﻔِﺧ ُ ﺘ ۡﻢ ﱠ ﻻَأ ۡ ﻘُﺗ ْاﻮُ ﻄِ ﺴِﻲﻓٱ ۡ ﻟ ٰ َﺘَﯿ ٰﻰَﻤ َ ﻓﭑ ْاﻮُ ﺤِ ﻜﻧﺎَﻣ َبَﺎ طﻢُ ﻜَﻟ َﻦﱢﻣٱ ٓ َﺎﺴﱢﻨﻟ ِء ۡ ﺜَﻣ ٰﻰَﻨ
 ٰ َﻠُﺛَ و َﺚ َٰﺑَُرو َۖﻊ ۡ نِﺈ َﻓ ۡ ﻔِﺧ ۡﻢُﺘ ﱠ ﻻَأ ۡﻌَﺗ ْاﻮُ ﻟِ ﺪ َٰﻮَﻓةَﺪِﺣ.…٣
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka (nik ahilah) seorang saja…”
(An-Nisa: 3)9.
Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan
percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah
berarti akad antara pihak laki -laki dan wali perempuan
yang karenanya hubungan badan menjadi halal.
Akad pernikahan yang terjadi, menimbulkan
konsekuensi-konsekuensi diantara laki -laki dan
perempuan. Maka konsekuensi -konsekuensi yang ada
wajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib di
tunaikan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung
jawab oleh masing-masing suami istri merupakan suatu
yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa.
Dari itu, kebahagiaan suami istri akan tercipta.
Ada beberapa prinsip-prinsip hukum perkawinan
yang bersumber dari Al -qur’an dan hadits, yang ditungkan
dalam garis-garis hukum melalui undang -undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun
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1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengan dung
7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yakni:
1. Asas membentuk keluarga yang sakinah dan kekal
Suami dan istri saling membantu dan melengkapi
agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan
spiritual dan materil.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada
hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang
melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh
petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Jika suami tidak mampu
berlaku adil terhadap hak -hak istri bila lebih dari
seorang, maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa
raganya agar dapat melangsungkan perkawinan
agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat,
sehingga tidak berfikir kepada per ceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara
suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah
tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan
perkawinan mempermudah untuk m engetahui
manusia yang sudah menikah atau melakukan
ikatan perkawinan.
Namun dalam mengarungi kehidupan yang
mempunyai banyak dinamika dalam kesehariannya.
Mengharuskan suami istri untuk dapat bertahan dan
mewujudkan tujuan pernikahan. Dimana tujuan
pernikahan adalah untuk penataan hal ihwal manusia
dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, untuk menata
keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman -
pengalaman ajaran agama serta bertujuan untuk
membentuk perjanjian yang suci antara seorang pria
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dengan seorang wanita. Sehingga keluarga yang kekal dan
bahagia dapat terwujud 10.
Dalam agama Islam rumah tangga merupakan
dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor
utama dalam membina masyarakat. Dari s ebuah rumah
tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bila
perselisiahan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan
menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga
tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus mereka
tempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakan
perbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allah
sebagaimana hadits Rasulullah SAW :
ﻦﻋﻦﺑاﺮﻤﻋنألﻮﺳرﷲاﻢﻌﻠﺻلﺎﻗ : ُﺾَﻐ ْـﺑَ ا ِ لََﻼْﺤﻟ ا َﻰﻟ ِ إ ِﷲا َُقﻼﱠﻄَﻟ ا)ﻩورﻮﺑأدواد
ﻢﻛﺎﺤﻟاو(
Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda:
“perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”. (HR.
Abu Daud dan Hakim) 11.
Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian
merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui suami istri
bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan
keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang
dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan
teknik untuk mencari kedamaian kedua belah pihak, baik
melalui hakam (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun
langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh al -qur’an
dan hadits. Apabila dua orang suami istri bercerai
sedangkan keduanya mempunya i anak yang berada di
bawah umur (mumayyiz), maka istri yang lebih berhak
untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti
akan kemaslahatan dirinya 12.
Dan Sebagiamana yang telah di jelaskan pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 poin a, yang
berbunyi:
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Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya13.
Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak
itu hukumnya adalah wajib, sebagiamana wajib
memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.
Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah
untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada
surat al-baqarah ayat 23314:
...َﻰ َﻠَﻋوٱ ۡ ﻟ ۡﻮَﻤ ِدُﻮﻟ َُﮫۥﻟ ۡ زِر ﱠﻦُﮭ ُﻗ ۡﺴِﻛَو ﱠﻦُﮭ َُﺗﻮ ِﺑﭑ ۡ ﻟ ۡﻌَﻤ ِۚفوُﺮ...٢٣٣
“...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan
pakaian untuk anak dan sitrinya...” .
Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri,
sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih
berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah.
Selagi tidak ada penghalang y ang dapat menghalangi ibu
untuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran
(pilihan) untuk memilihnya 15. Sebagiamna disebutkan
dalam hadits:
ﻦﻋﻦﺑاﺐﻴﻌﺷﻦﻋﻪﻴﺑاﻦﻋﻩﺪﺟ ٰ ّﻠﻟاْﺪﺒَﻋ ِﻪ ِْﻦﺑ ٍْﺮﻤَﻋﻰ َِﺿر ٰ ّﻠﻟا ُﻪﻰَﻟﺎَـﻌﺗ،َﺎﻤُﻬْ ـَﻨﻋ ﱠَنأ ًَةأ َْﺮﻣا
ﺎَﻗ؛ْﺖَﻟَﺎﻳ َلْﻮُﺳر ٰ ّﻠﻟا ِﻪ ﱠِنإﻰِْﻨﺑااََﺬﻫنﺎﻛﻰِْﻨَﻄﺑ َُﻪﻟ ًءﺎ َ ِﻋو٠ َو َﺗﻰِْﻳﺪ َُﻪﻟ ًءﺎ َ ِﻘﺳىِْﺮِﺠَﺣو َُﻪﻟ
 ًءا َ ِﻮﺣ، ﱠِنا َ و ُﻩﺎَ ﺑأﻰَِﻨﻘﱠَﻠﻃ َْنأ َداَرو َُﻪِﻋْﺰﻨ َـﻳﻰﱢِﻨﻣ،ﺎََـﻘ ﻓ َلﺎََﻬﻟ ُلْﻮُﺳَ ر ٰ ّﻠﻟا ِﻪﻰﱠَﻠﺻﷲا ِْﻪﻴ ََﻠﻋ َﻢﱠ ﻠ ََﺳو
 ِ ﺖْﻧ َأ ﱡَﻖﺣَأ ِ ِﻪﺑ َْﻢﻟ َﺎﻣﻰ ِﺤِﻜْ َﻨـ ﺗ
“Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni
Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya
kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku in i adalah perutku
yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku
minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini.
Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku
ini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W.
kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah
lagi”.16
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Berdasarkan  pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
poin a dan hadits Rasulullah SAW. Tersebut, hak
hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam
faktanya, yakni dalam put usan perkara
1235/Pdt.G/2017/PA.Srg hak hadhanah anak yang
belum mumayyiz berada pada asuhan ayah.
2. Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari
putusan perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg?
2) Bagaimana pandangan fikih dan ketentuan undang -
undang yang berlaku di Indonesia mengenai hak
asuh anak (hadhanah)?
3) Bagaimana kewajiban ayah setelah putusan hak
asuh anak di berikan kepadanya?
3. Kerangka Pemikiran
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan
berlaku pada semua makhluk -Nya, baik pada manusia,
hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara
yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk -
Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya 17.
Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3,
yang berbunyi:
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah 18.
Menjalankan rumah tangga, pada mulanya
pasangan suami istri penuh kasih sayang, seolah -olah tidak
akan terjadi perpisahan. Namun pada kenyataannya rasa
kasih sayang itu bila tidak dijaga bisa menjadi berkurang,
bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian, apabila
kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan
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sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan
kembali kasih sayangnya, maka akan berakibat negatif bagi
anak keturunannya. Oleh karena itu upaya kembali
memulihkan kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu
dilakukan. Dan kasih sayang itu bisa beralih menjadi
kebencian. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebe ncian itu
kemudian bisa pula menjadi kasih sayang 19.
Dalam Agama Islam rumah tangga merupakan
dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor
utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah
tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bila
perselisiahan suami istri itu menimbulkan permusuahn dan
menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehi ngga
tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus mereka
tempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakan
perbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allah
sebagaimana hadits Rasulullah SAW :
ﻦﻋﻦﺑاﺮﻤﻋنألﻮﺳرﷲاﻢﻌﻠﺻلﺎﻗ : ُﺾَﻐ ْـﺑَ ا ََﻼﺤْﻟا ِ ل َﻰﻟ ِ إ ِﷲا َُقﻼﱠﻄَﻟ ا)ﻩورﻮﺑأدواد
ﻢﻛﺎﺤﻟاو(
Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda:
“perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”. (HR.
Abu Daud dan Hakim) 20.
Hadits itu menunjukkan bahwa talak atau
perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu
darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera
kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankan
keutuhan dan keseimbangannya. Karena kebolehan talak
adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar
sebelum terjadinya talak atau perceraian ditempuh usaha -
usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui
arbitrator dari kedua belah pihak 21.
Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalam
pasal 38 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :
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“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b.
Perceraian, c. atas Keputusan Pengadilan 22.
Hukum perkawinan di Indonesia sesuai dengan
undang-undang no. 1 tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (2)
di jelaskan bahwa perceraian harus didasarkan atas alasan
yang dibenarkan oleh hukum.
Perceraian ini juga diatur dalam undang -undang
no. 7 tahun 1989 sebagiamana telah diubah dengan UU
No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama pasal 65 dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 115 serta UU Perkawinan No. 1 Tahun
1974 pasal 39, di sebutkan bahwa:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” 23.
Salah satu akibat yang tidak dapat dihindari ketika
terjadinya perceraian adalah akan adanya sengketa ataupun
permasalahan, siapakah yang berhak mengasuh anak yang
lahir dari hasil perkawinan suami dan istri, meskipun
sebenarnya kedua orang tuanya berkewajiban untuk
memberikan pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa.
Dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa:
Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara
ayah atau ibunya sebagia pemegang hak
pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 24.
Yang dimaksud anak disini sebagiamana yang telah
dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah
diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak pasal 1, yang berbunyi:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” .25
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Hal ini pun senada dengan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 156, yang berbunyi:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian
ialah:
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan
hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah
meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan
oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari
ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang
bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis
samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis
samping dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk
mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat
menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,
meskipun biaya nafkah dan had hanah telah
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain
yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi
tanggungan ayah menurut kemampuannya,
sekurang-kurangnyas sampai anak tersebut dewasa
dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun);
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah
dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan
putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya
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untuk pemeliharaan dan pendidikan anak -anak
yang tidak turut padanya 26.
Orang tua mempunyai kewajiban untuk
memelihara anaknya dengan baik dan pen uh kasih sayang,
pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil,
kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara
suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur
meskipun telah putus. Hal tersebut sudah di jelaskan
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal
41, yang berbunyi:
“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
bilamana ada perselisihan mengenai peng uasaan anak-anak,
Pengadilan memberi keputusannya” .27
Hadhanah secara bahasa berarti meletakkan
sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu
waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu
dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan
memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah
yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak
dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya
yang dilakukan oleh kerabat anak itu 28.
Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah,
mendidik dan merawat anak wajib. Karena anak yang
masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan
bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan
perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai
membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah
dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya,
dasar hukum ini disebutkan dalam Al -qur’an surat at-
Tahrim ayat 6, sebagai berikut:
 ٓ َٰﯾَﺎﮭﱡ ﯾ َﺄٱ َﻦِﯾ ﺬﱠ ﻟ ْاﻮُ ﻨَ ﻣَاء ٓﻮُ ﻗ ْا ۡﻢَُﻜﺴُﻔ ﻧَأ ۡھَأ َ و ۡﻢُﻜِﯿﻠ ٗرﺎَ ﻧاَﺎُھد ُﻮﻗَ وٱ ُسﺎﱠ ﻨﻟ َوٱ ۡ ﻟ ُ َةرﺎَِﺠﺤ... َ◌
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu”29.
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Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT.
Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan
berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu
melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan
Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah
anak30.
Beranjak dari ayat-ayat Al-qur’an seperti yang
terdapat dalam surat Luqman ayat 12-19, setidaknya ada
delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang
tua kepada anaknya seperti berikut:
1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT;
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang
lain;
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti
kesyukuran anak;
4. Mempergauli orang tua secara baik (ma’ruf);
5. Setiap perbuatan betapa pun kecilnya akan
mendapatkan balasan dari Allah SWT;
6. Mentaati perintah Allah SWT, seperti shalat,
amar ma’ruf dan nahi munkar, serta sabar dalam
menghadapi berbagai cobaan;
7. Tidak sombong dan angkuh;
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata 31.
B. Pembahasan
1. Pengertian Hadhanah
a. Menurut Hukum Islam
Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya
samping atau merengkuh kesamping. Adapun secara syara
hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang
berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan
memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu
mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz
seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila 32.
Secara terminologi hadhanah menurut Zahabi
adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan
memperbaiki kepribadiannya oleh orang -orang yang
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berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak bisa
melakukannya sendiri. 33
Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah adalah
melakukan penjagaan terhadap anak kecil baik laki -laki
maupun perempuan atau orang yang sangat idiot yang
tidak bisa membedakan atau mengurusi urusannya, dan
menjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari
segala yang menyakiti dan membahayakannya, serta
mendidiknya dengan pendidikan fisik, jiwa dan akal 34.
Berdasarkan pengertian diatas hadhanah
merupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung
sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang
tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu
yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya.
Namun disamping itu sendiri para fuqaha mendefinisikan
hadhanah sebagai berikut :
1. Fuqaha Hanafiyah
Hadhanah merupakan salah satu usaha mendidik
anak yang dilakukan orang yang mempunyai hak
mengasuh.
2. Ulama Syafi’iyah
Hadhanah merupakan mendidik orang yang tidak
dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang
bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa
yang membahayakan meskipun orang itu telah
dewasa35.
Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak
itu hukumnya adalah wa jib, sebagiamana wajib
memeliharanya selama berada dalam ikatan
perkawinan36.
b. Hadhanah Menurut Peraturan Perundang -
Undangan Yang Berlaku Di Peradilan
Agama
Dalam pemeliharaan anak terjadi kerancuan
terhadap perwalian, oleh karena itu harus dibedakan antara
50
pemeliharaan dan perwalian. Abdul Manan dalam artikel
mimbar hukum, mengemukakan perwalian jika kekuasaan
dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan pasal
50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan. Pelaksanaan penguasaan anak akan diurus
oleh wali yang ditunjuk. Jadi perwalian itu terjadi akibat
dari pencabutan orang tua terhadap anak -anaknya. Bahkan
terjadi ketika orang tua sudah meninggal dunia maka harus
ada perwalian yang bertanggung jawab yang meliputi diri
pribadi dan harta benda yang berada dalam perwaliannya.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila
perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu
adalah:
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak -anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
bila mana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan
keputusan;
2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua b iaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut,
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut;
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas istri37.
Dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, dapat dipahami
bahwa ada perbedaan antara tanggungjawab pemeliharaan
yang bersifat materil dengan tanggungjawab pengasuhan.
Pasal 41 ini lebih mengfokuskan kepada kewajiban dan
tanggungjawab materil yang menjadi beban suami atau
bekas suami jika ia mampu. Jadi dengan adanya perceraian,
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hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan
oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap
dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak
hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan den gan
bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami
mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi
segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam
kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar
terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan
diberi beban untuk melaksanakan Pengadilan Agama
setempat agar menghukum bekas suaminya untuk
membayar hadhanah sebanyak yang dianggap patut
jumlahnya oleh Pengadilan Agama 38.
Meskipun kedua orang tua telah bercerai anak dan
orang tua mempunyai kewajiban yang harus tetap di
jalankan, sebagaimana yang telah tertulis dalam undang -
undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45,
yakni: 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan m endidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya; 2). Kewajiban orang tua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus 39.
Jika orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak
cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya
memelihara dan mendidik anak -anaknya, maka kekusaan
orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan
Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena orang
tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya, orang tua
berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak
baik sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya
memberikan contoh yang baik. Akibat pencabutan
kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas,
maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk
melakukan penguasaan terhadap anaknya.
Peraturan yang membahas masalah hadhanah
bukan hanya terdapat dalam Undang -Undang No. 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan ada beberapa
peraturan perundang-undangan lainnya untuk
mempermudah penyelesaian sengket a hak asuh anak yang
ada di Indonesia, diantaranya Undang -Undang No. 23
Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilsai Hukum
Islam (KHI) dalam pasal 105 dan pasal 156
Yang dimaksud anak disini sebagiamana y ang telah
dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah
diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak pasal 140, yang berbunyi:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” .
Orang tua mempunyai kewajib an untuk
memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang,
pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil,
kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara
suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur
meskipun telah putus.
c. Dasar Hukum Hadhanah
Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak
sampai mampu berdiri sendiri dengan sendirinya tanpa
mengharapkan bantuan orang lain. Dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat (1) yang dimaksud
anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia
21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik
maupun mental atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.
Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil
adalah wajib. Para Ulama sepakat bahwasanya hukum
hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Karena
anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan
mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan
dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak
sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi
nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat
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merusaknya, dasar hukum ini disebutkan dalam Al -qur’an
surat at-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:
 ٓ َٰﯾَﺎﮭﱡ ﯾ َﺄٱ َﻦِﯾ ﺬﱠ ﻟ ْاﻮُ ﻨَ ﻣَاء ٓﻮُ ﻗ ْا ۡﻢَُﻜﺴُﻔ ﻧَأ ۡھَأ َ و ۡﻢُﻜِﯿﻠ ٗرﺎَ ﻧاَﺎُھد ُﻮﻗَ وٱ ُسﺎﱠ ﻨﻟ َوٱ ۡ ﻟ ُ َةرﺎَِﺠﺤ... َ◌
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu”41.
Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT.
Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan
berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu
melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan
Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah
anak42.
Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri,
sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih
berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah.
Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibu
untuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran
(pilihan) untuk memilihnya 43. Sebagiamna disebutkan
dalam hadits:
ﻦﻋﻦﺑاﺐﻴﻌﺷﻦﻋﻪﻴﺑاﻦﻋﺟﻩﺪ ٰ ّﻠﻟاْﺪﺒَﻋ ِﻪ ِْﻦﺑ ٍْﺮﻤَﻋﻰ َِﺿر ٰ ّﻠﻟا ُﻪﻰَﻟﺎَـﻌﺗ،َﺎﻤُﻬْ ـَﻨﻋ ﱠَنأ ًَةأ َْﺮﻣا
َﺎﻗ ْﺖَﻟ؛َﺎﻳ َلْﻮُﺳر ٰ ّﻠﻟا ِﻪ ﱠِنإﻰِْﻨﺑااََﺬﻫنﺎﻛﻰِْﻨَﻄﺑ َُﻪﻟ ًءﺎ َ ِﻋو٠ َو َﺗﻰِْﻳﺪ َُﻪﻟ ًءﺎ َ ِﻘﺳىِْﺮِﺠَﺣو َُﻪﻟ
 ًءا َ ِﻮﺣ، ﱠِنا َ و ُﻩﺎَ ﺑأﻰَِﻨﻘﱠَﻠﻃ َْنأ َداَرو َُﻪِﻋْﺰﻨ َـﻳ ِ ﻣﻰﱢﻨ، َلَﺎ َـﻘﻓﺎََﻬﻟ ُلْﻮُﺳَ ر ٰ ّﻠﻟا ِﻪﻰﱠَﻠﺻﷲا ِْﻪﻴ ََﻠﻋ
 َﻢﱠ ﻠ ََﺳو) ِ ﺖْﻧ َأ ﱡَﻖﺣَأ ِ ِﻪﺑ َْﻢﻟ َﺎﻣﻰ ِﺤِﻜْ َﻨـ ﺗ (ﻩاورﺪﻤﺣاﻪﺤﺤﺻودوادﻮﺑاواﺎﺤﻟاﻢﻛ.
“Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni
Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya
kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku
yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku
minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini.
Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku
ini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W.
kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah
lagi”44.
a. Syarat-Syarat Bagi Pemegang Hadhanah
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bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi
hadhin, baik laki-laki maupun perempan ditetapkan syarat -
syarat sebagai berikut:
1) Baligh. Anak kecil atau yang belum baligh tidak
boleh menjadi hadhin untuk orang lain, karena
dia sendiri belum mampu mengurus
keperluannya sendiri.
2) Berakal. Ulama malikiyah mensyaratkan
seorang hadhin haruslah cerdas. Seorang
hadhin tidak boleh bodoh dan boros.
Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara
tidak di belanjakan untuk hal -hal yang tidak
perlu.   Ulama malikyyah dan Hanabilah
mensyaratkan seorang hadhin tidak mengidap
penyakit yang membuatnya dijauhi orang,
seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya
yang membuat orang lain menjauhinya.
3) Mampu Mendidik. Memiliki kemampuan untuk
mendidik anak yang dipelihara, dan juga
mampu untuk menjaga kesehatan dan
kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik
karena sudah lanjut usia, sakit maupun sibuk
tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita
karir yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga
tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak
juga tidak termasuk kategori orang yang berhak
mengurus hadhanah anak. Akan tetapi jika
kerjanya tidak menghambatn ya dalam
mengurus anak, ia tetap berhak untuk
mengurusnya.
4) Mempunyai Sifat Amanah. Orang yang tidak
amanah tidak berhak mengurus pendidikan dan
akhlak anak. Yang termasuk dalam kategori
orang yang tidak amanah adalah orang yang
fasik baik laki-laki maupun perempuan,
pemabuk, pezina, dan sering melakukan perkara
haram.
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5) Islam. Orang kafir tidak berhak mengurus
hadhanah anak orang Islam karena orang kafir
tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu
juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap
anak tersebut45.
6) Ibunya belum menikah lagi. Jika menikah, maka
gugurlah hak asuhnya. Hukum ini berlaku bagi
seorang istri yang menikah dengan laki -laki lain.
Jika menikah dengan kerabat yang dekat
dengan anak yang diasuh itu, maka
hadhanahnya tidak gugur 46.
Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam asuhan
seperti itu disyariatkan bahwa orang yang mengasuh
berakal sehat, bisa di percay a, suci diri, bukan pelaku
maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta
tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari
keharusan adanya sifat -sifat tersebut adalah untuk
memelihara dan menjamin kesehatan anak dan
pertumbuhan moralnya 47.
b. Upah Hadhanah
Upah hadhanah sama seperti upah radha’ah
(penyusuan). Seorang ibu yang masih bersuami dengan
bapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhak
mendapatkan upah dari sang suami. Demikian halnya
dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah, karena
ia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami) a tau
nafkah iddah. Allah SWT berfirman:
۞ َوٱ ۡ ﻟ َٰﻮ َٰﺪِﻟ ُت ۡﺮُﯾ ۡﻌِﺿ َﻦ ۡوَأ ٰ َﻟ ﱠﻦُھ َﺪ ۡﻮَﺣ ۡﯿَﻟ ِﻦ ۡﯿَﻠ ِ ﻣﺎَ ﻛ ِۖﻦ ۡ ﻦَﻤِﻟ َدَا رَ أَن أ ﱠﻢِ ﺘُﯾٱ ۚ َﺔَﻋﺎ َﺿﱠﺮﻟ
َﻰ َﻠَﻋوٱ ۡ ﻟ ۡﻮَﻤ ِدُﻮﻟ َُﮫۥﻟ ۡ زِر ﱠﻦُﮭ ُﻗ ۡﺴِﻛَو ﱠﻦُﮭ َُﺗﻮ ِﺑﭑ ۡ ﻟ ۡﻌَﻤ ِۚفوُﺮ…٢٣٣
“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak -anaknya selama
dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.dan
kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan
cara yang patut”48. (Al-Baqarah: 233)
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a) Upah Tempat Tinggal Hadhanah Dan Upah
Pembantu
Ulama Hanafiyah dalam pendapat yang mukhtar
dan ulama Malikiyyah dalam pendapat yang mahsyur
sepakat akan wajibnya upah tempat tinggal untuk
hadhanah bagi seorang hadhin dan mahdhun jika memang
keduanya tidak memiliki tempat tinggal, karena tempat
tinggal termasuk nafkah wajib untuk si kecil. Jadi,
kewajiban itu di bebankan kepada orang yang
berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, baik dengan
ketentuan hakim maupun tidak, sesuai dengan kondisi
ekonomi sang ayah.
Keduanya juga sepakat akan wajibnya upah untuk
pembantu jika memang si kecil membutuhkannya karena
adanya pembantu juga termasuk penunjang pen ghidupan.
Ulama madzhab lain juga sejalan dengan pendapat ini 49.
b) Orang yang Dibebani Menanggung Nafkah
Hadhanah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah atau
ongkos hadhanah diambil dari harta anak yang diasuh,
namun jika ia tidak memiliki harta maka nafkahnya
dibebankan kepada ayah si anak tersebut, atau kepada
orang yang wajib menafkahinya. Nafkah ini menjadi waji b
karena menjadi sebab kelangsungan hidup dan penjagaan
terhadap anak dari kekurangan. Jika nafkah hadhanah itu
wajib maka tidak tetap dianggap utang dan tidak gugur
meski sudah lewat masanya atau dengan wafatnya orang
yang dibebani nafkah, wafatnya mahdhun ataupun wafatnya
hadhinah.
c. Masa Pengasuhan Anak
Para ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu
dimulai sejak kelahiran anak sampai usia mumayyiz. Diatas
usia mumayyiz para ulama berbeda pendapat mengenai
tempat tinggal anak tersebut 50. Hanafi berpendapat, masa
asuhan adalah 7 tahun laki-laki dan 9 tahun untuk anak
perempuan. Rasulullah saw. Bersabda:
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اُوﺮﻣ ََدﻻ وأﻢُﻛِﺎ ﺑ َِةﻼﱠﺼﻟ ٍﻊَﺒ ِﺴﻟ
“perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan
shalat pada usia tujuh tahun”.
Perintah untuk menjalankan shalat tidak mungkin
bisa dilaksanakan kecuali jika pada usia 7 tahun si anak
sudah mampu untuk bersuci. Akan tetapi, ada pendapat
lain yang mengatakan bahwa usia anak mampu mengurus
keperluannya sendiri adalah pada waktu usia 9 tahun.
2. Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz
Kepada Ayah
a. Hukum Yang Mendasari Putusan No.
1235/Pdt.G/2017/PA.Srg
Dalam setiap memutuskan suatu perkara para
hakim merujuk pada suatu perundang -undangan yang
berlaku sebagai dasar putusan yang diputus, dan tidak
semata-mata karena rasa simpatik belaka, agar putusan
yang diputus memiliki kekuatan hukum dan dapat di
pertanggung jawabkan. Namun bukan berarti hakim
menolak suatu perkara karena kehendak sendiri dengan
dalih perkara yang di ajukan tidak atau belum ada dalam
perundang-undangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, yang
berbunyi:
1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;
2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) tidak menutup kemungkinan usaha
penyelesaian perkara secara damai 51.
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Hal ini senada dengan pasal 4 UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Hakim, yang berbunyi,
“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda -
bedakan orang”.52
Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 5 UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi:
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat” .
Pertimbangan hukum yang mendasari putusan
perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. yaitu HIR
(Herzien Inlandsch Reglement ) sebagai hukum acara dalam
persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku
di pulau Jawa dan Madura. Majelis hakim dalam
memutuskan perkara bukan hanya berdasarkan HIR saja,
melainkan ada beberapa undang -undang yang mendasari
putusan perkara ini, d iantaranya yaitu: UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50
Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (KHI), dan UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak53.
b. Pandangan Fikih Dan Undang -Undang
Terhadap Hak Hadhanah
Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan
keduanya mempunyai anak yang berada di bawah umur
(mumayyiz), maka istri yang lebih berhak untuk mendidik
dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan
kemaslahatan dirinya. Berdasarkan Inpres RI No. 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105
dijelaskan bahwa:
Dalam hal terjadinya perceraian:
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1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara
ayah atau ibunya sebagia pemegang hak
pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 54.
Setelah penulis menganalisis kasus had hanah
perkara No. 1235/Pdt.G/2017/2/PA.Srg. Dengan
menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi ( conten
analysis) atau kritis, penulis mengambil kesimpulan
bahwasanya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini
telah sesuai dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin c
yang menyatakan “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak
dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun
biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan
kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula”. Maksud dari keguncangan
rohani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang -
Undang tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh
orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak
buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkan
anak adalah aset negara yang harus mendapat perhatian
lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal
sesuai dengan bakat dan minatnya, hal i ni sesuai dengan
pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dan terbukti dalam putusan perkara
ini pemegang hak hadhanah yaitu ibu dari anak penggugat
dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya
dengan baik, karena ia telah memb erikan contoh yang
tidak baik bagi anak dan telah dianggap mempunyai sikap
yang kurang baik di lingkungan masyarakat dengan
berbuat asusila. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan
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hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz kepada
ayah selaku ayah kandungnya.
C. Penutup
1. Kesimpulan
Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal
penyelesaian perkara Hak Hadhanah Bagi Anak Yang
Belum Mumayyiz Kepada Ayah pada Pengadilan Agama
Serang No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg, penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1) Dalam putusan hakim yang memutuskan
perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg.
Pertimbangan hukum yang digunakan yakni
HIR pasal 125 ayat (1), yang intinya
memutuskan perkara ini dengan verstek atau
karena tanpa hadirnya tergugat, hakim juga
berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di
persidangan. Selain itu dalam putusan ini
Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah
dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin c
KHI dan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Serta bukti
dalam putusan perkara ini pemegang hak
hadhanah yaitu ibu dari anak penggugat dan
tergugat tidak mampu untuk memelihara
anaknya dengan baik, karena ia telah
memberikan contoh yang tidak baik bagi anak
dan telah dianggap mempunyai sikap yang
kurang baik di lingkungan masyarakat. Maka
dari itu Majelis Hakim menetapkan hak
hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz
kepada ayah selaku ayah kandungnya.
2) Menurut pandangan fikih dan Undang -Undang
yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi
yang belum mumayyiz atau dibawah umur
ketika terjadi perceraian yakni pihak istri atau
ibu yang lebih berhak untuk mendidik dan
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merawat anak itu hingga ia mengerti akan
kemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampu
mengurusnya serta mendidiknya. Beradasrkan
pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan hadits
Rasulullah SAW tentang pemeliharaan anak.
Pengasuhan anak menjadi hak mantan istri
sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu
tidak bersuami baru.
3) Kewajiban ayah terhadap pemeliharaan a nak
setelah putusnya perkawinan berkewajiban
memberikan biaya pemeliharaan dan
pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan
pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Serta orang tua menjamin dan
melindungi anak dan hak -haknya agar tumbuh
dan berkembang secara optimal sesuai dengan
bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan pasal
1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
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